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USAHA INDONESIANESAST DIRIDANG
KEAHLIAN DALAM PERUSAHAAN PATUNGAN
DITINJATU DARL SEGI UNDANG-UNDANG
PENANAMAN MODAL ASING

L PENDADULUAN _ _

Banyak vang berpendapat bahwa alih leknologi merupakan suata hai
Yang sangat penting dalum tangka memperkceil jurang teknologl  yang
mumbenng di antira negara-negara maju dengan negara-negara yang sedang
berkembang. Bukan hanve bagi negara-ncgara vang sedang berkembang saja
teknologi t penting, tetapi juga bagi ncpara maiu itu sendiri, sehab hubungan-
hubungar industri, dagang dan kebudayaan tidak akan terjembatani apabila
terdapal jurang di aniara kedvanya V.

Setain itu secara de facto, teknologi merupakan alat yang penting bagi
kemajuan ekonomi 2,

Bagi negara yang sedang berkembang sendiri terdapat suatu mitos bahwa
unluk menjadi negata makmur hareslah memiliki industri yang maju. Dan
tndustei menurut anggapan maereka identik dengan teknologi, sehingga negara-
negara yang sedang berkembeng memerlukan teknologi yang tidak dimilikinya

Tetapi betulkah wekoologl w akan membantn memajukan ekonomi suatu
ngpira dan karena itw akan memakmurkan negara yang bersangkutan ? Hal ini
akan sangal tergantung dan beberapa faktor, yaitu terutama kesiapan dari negara

yang sedang berkembang sendini dalam menerima teknologi itu, Kesiapan negara

" Bdgk. Blattasalt, BN, wanster ol Uechnology Among the Developing Countries, Asian Productivity
Qi ganization, Tokyo, 1972 Flalaman Y - Intcoduction.

* Blais, Roger A, dalam penganternya terhadap buku hMaximo Hakty-Carrrere - Technological
Development Strategies for Developing Coentries. Institute for Research on Plubie policy, 1979,
Halaman 1x,

* Lihat Charles Limawan, bahan kuliak * Peranan Hukus dalans Transfer of Technology ©, pada
pendidikan Pasca Sarjana Hukum inzernasional, tanpgal 25 Juni 1982



bukan hanya terbatas pada keadaan sarang (isik saja, melainkan juga yang terulama
adalah kesiapan mental karena harus menerima teknologi vang tidak pernah dyjumpsu
sebeluminya di dalam kehidupan kebudayaan, Di samping i negara yang sedang
berkembang harus siap dengan ketentuan-ketentnan mengenai alih teknologi tersebut
supaya tidak akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari sebagai
akibat adanya teknologi ssing itu.

Mamun demikian, sekalipun negara penerima teknologi itu telah siap, belum
tenty juga kemajuan di bidarg ekonomi itn akan tercapal. Ada faklor-faktor lain diluar
vang telah disebutkan tadi, seprti misalnya kemiskinan dari negara penerima, padahal
leknologl yang ingin dimilikinya itu sedemikian mahalnya. Tetapi karena ingin
membangun pabrik misulnya negara tersebut harus mendatangkan teknotogi dan untuk
iy i harus membayar mahal, karena harga teknologi ity diukur atau ditentukan
berdasarkan standar hidup di negara maju itu. Dengan demikian keuntungan meugalic
ke negara majn yang memiliki tcknolom itu sedangkan  yang miskin tetap datam
kemiskinannya, bahkan mungkin menjadi lebih mahal lagi karenn harus ditumbah
dengan membayar teknologi itu. Faktor lainnyva adalah berupa kontrol dari pihak
pembert (cknologi ity sendiri berupa keahlian di dalam menyimpan rahasia yang
menyangkut teknologi it dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan teknologi
dengan memberikan teknologi usang kepada negara yang sedang berkembang, padahal
di negaranya sendini dipakai teknologi mutakhbiv. Sehingga karena rahasia teknologi il
dimiliki sendiri oleh negara maju, maka dakam hal keahlian pemanfaatan teknologi iy
nepera yang sedang berkembang akan sangat tergantung kepada negara maju, baik
datam hal keahlian tekaik maupun mangjemen.

Alas dasar pemikican itulzh penclis mengambil judul tulisan diatas, terlebib
tapi apabila dihubungkan dengan perusahaan patungan dimana ada kewajiban bag
pihak asing unfuk membagi keahliannya baik keahlian teknik maupun keahlian dalam
bidang menajemen dengan negara pencrima dengan cara memberikan pendidikan

khusus berdasarkan petjanjian vang mereka buat,



1.

Berdasatkan penelitian di sualu perusabaan patungan ying bergerak dibidang
teksti} antara swasta asing dengan perusahaan negara, penulis mendapatkan keterangan

mengenal praktek pendidikan keahlian ini. Schubungan dengan praktek tersebui

© penulis ingin menganalisanva baik dari Undang- Undang penanaman Modal Asing

No.. t tahun 1967, maupun berdusarkan beberapa literatur, juga berdasarkan
wawancara dengan beberapa pihak, dengan pejabat BKPMD dan pejabat perusahann
patungan antara swasla asing dengan swasta Indonesia yang bergerak dalam bidang
keagenan tunggal kendaraan bermotor,

Analisa di dalam wlisan ini menyangkut pasat 12 {Undang-undang Modal
Asing Tudonesia, praktek yang terdapat di dalum perusahagn patungan dalam bidang
tekstil di Jawa Barat dan kebijaksanuan vang dismbil untuk meningkatkan keshlian
dar teknisi-teknisi dan akhirnya apa yang dapat dilakukan oleh hukum untuk
mengatasi kosulitan-kesulitan i datam praktek vang tidek sesuai dengan undang-

undang yang mengaturnya,

KETENTUAN MENGENAT PENDIDIKAN  KEAHLIAN MENURUT
UNDANG-UNDANG  PENANAMAN  MODAIL  ASING DIHUBUNGKAN
DEHGAN PRAKTEK YANG TERDAPAT DI DALAM PERUSAHAAN
PATUNGAN

Undang-undang Penanaman Modul Asing no. 1 tehun 1967 mengatur masalah
pendidikan keahlian ini di delam pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut
* Perusabaan-perusahaan madal asing berkewajiban menyelenggarakan dan / atau
menyedinkan fasilitas-fasilitas Iatihan don pendidikan di dalam dan / atau diluar negeri
secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsut-
anpsur tenaga-lenapa wavga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warza
negiara lndonesia ©. _

[Jengan adanya keienwan diatas maka perusahaan asing il berkewaiiban
untuk nicmberikan petunjuk i dalam Widang weknik dan juga harus menyediakan

fusilitas untuk mengadakan latihan dan pendidikan dalare bidang mansjemen dan
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administrasi parusahaan yang menyelenggarakannya dapal dilakukan di dalam negeti
maupun di fuar negen,

Tentunye karena yang dimaksudkan di dalam undang-undang itu untuk
mendapatkan tenaga ahli yang akan menggantikan tenaga-tenaga ahli bangsa asing,
maka fasilitas pendidikan dan latihan yang diperlukan bukan nanya sckedar fasilitas
pendidikan dan latihan yang bersifat umum seperti mulai Taman Kanak-Kanak spmpui
Sekolah Menengah Atas atau Sckolah-sekalah Kejuruan, melainkan pendidikan dan
latihah yang mengarah kepada keahlian di bidarg teknik, manajemen dan adininistrasi
perusahaan yang dibutuhkan untuk menggantikan tenaga-tenaga ahli asing dalam
perusahaan vang bersanglkutan.

Adanya kekurangan di dalam keahlian akan dirasakan oleh negara-negara vang
sedang berkembang karera mereka sebelumnya tidak mengenal teknologi vang
mercka terima ity schingga segala rakasia dan seluk beluknya jugs tidak diketahuinya.
Tanpa adanya informasi dari negara maju vang memberikan teknologi itu, tidak
mungkin negara berkembang akan dapat menggunakannya dan pada akhirnya akan
sangat tergantung pada anli yang berasal dari negara maju itu, Keadaan demikian yang
terus-menerus terjaci tidak akan membawa perubahan yang diinginkan untuk adanya
kemajuan dalam bidang ckonomi,

(leh karena ilu negara-negara yang sedanyg berkembang mencantumkan di
dalam ketentuannya mengenai alih teknologi itu keharusan bagi modal asing itu untuk
mengadakan pendidikan abhi dengan jalan menyediakan scgala tasilitas untuk
mengadakan latthan dan pendidikan ahli torsebut, baik ahl teknik maupun ahii
matajemen dan administras perusahaan.

Sustu ketentuan yang tidak disertai dengan pengawasan yang baik tentu tidak
akan menghasilkan sesuatu yang diharspkan, sehingga dibutubkan pengawasan dari
pihak pemerintah mengenal berapa jagh kewsjiban tersebut djalankan oleh modal
asing.

Inilah salah satu masalah yang timbul sehubungan dengan modal asing.

Misalnva adalgh walaupun telah ada ketentuan dari nepara vang bersangkutan



mengenai  kewajiban daci modal wsing Bt untuk  menyelenggarakan  fasilitas
pendidikan dan latihan ahli, masih menimbulkan pertanyaan : sampai dimanskah
kewajiban tersebut dilaksanakan. Apabila kewajiban ity dijalankan, sudahkah
dijalankan dengan baik sehingga tercapai tujuan yang dikehendaki yaitu mendapatkan
tenaga ahli dari bangse sendiri untuk mengpgantikan tenaga ahli dari pihak modal
asing,

Masalah lain yang akan timbul sehubungan dengan pendidikan ahli ini adalah

bagaimana mengatasi hal-hal tersebut. Apakah hukum dapat berperan dalam hal ini.

Kasas Dalam Suvatu Perusahaan PMA D4 Jawa Barat
Suatu provek patungan { joint-venture ) antara Republik Indonesia dengan

perusahaan asing, vang disdakan sesua dengan Undang-undang no. |/ 1967, di dalam

* Busic Apeement * nva terdapat ketentuan mengenai Technical Assistence, vaity
yang berbunyi sehagat berikut

** The first party shall assist with cxperts investasi technical and administrative fields,
the number of with shall be determined in accordance with requirement and
devslopment of the undertaking based on the tabour regulations effective in tndonesia.
The undertaking should provide and arrange residence, means of transportation, etc,
for the first party’s persouriel. The [irst party shall provide the fasilities abroad for (he
upgrading, research, and training of Tndonesian personnel in technical and
adiinistrative fields, in accordance with reguirement and development of the
wndertaking, The expenses incurred there fore shall be borne by the undertaking, [n the
reasonable line, whenever japanese technicians admit that Indonedian cxperis are
alveady able to replace Jananese oncs in the technical fields, the Japanese side shall
hand over the tasks as much as possible to the programme on Indonesianization in the

field of tabour, =¥

N Article 7 Basic Agreement .



Apabila dilibat dari si peganyian tersebut kita akan menilai bahwa tidak ada
vang salah di dalamnya, bahkan sesuai dengan yang dibaruskan di dalam Undang-
undang no. 1 tahun 1967, Tetapt di dalam prakteknya justru imbud suatu kesulitan.

L4 perusahaan terschut diadakan dua macam pendidikan keahlian, baik teknik
MaUpUn mangemen, yaitu | suatu job training vang secara tetap dilaksanakan ; dan
yang kedua adalah pendidikan yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar
negeri. Pendidikan di luar negeri dilakukan di Jepang.

Pihak [ndenesia sendiri merasa tidak puss apabila pendidikan  hanye
herdasarkan job training tersebut hanya ditwukkan bagaimana caranya menanggulangi
masalah teknologi yang tecjadi pada saat itu dan tidak memberikan disain teknologi ity
secara keseluruhan, Misalnya apabila terjadi kerusakan pada sebuah mesin, maka
hanya ditujukkan bagaimana cara memperbaiki yang rusak 1tu saja dengan tidak
memberitahukan mengapa korisakan itu dapat tegadi, sehingga apabila dikemudian
hari terjadi kerusakan pada begian lain dan mesin tersebut, tenaga ahli Indonesia itu
tidak tahu cara memperbaikinyg. Dengan demikian maka dia tidak dapat berdiri
senditi di dalam menyelesaikan masalah icknelogi 1ty dan senantiasa harus didampingi
oleh tenaga ahlt pihak medal asing saja.

Jadi benarlah apa vang dikatakan oleh Chudson » bahwa :

“ The transfer of * show how * rathet than “ know how * might be said to be mare
accurate description o much of the activity of many companies dealing mith

C

technologically stabel * low technology “ industries which have reached the later
stapes of the * produet cycle “. this is the essence of the transter of technology by
many lapanese fioms in developing countries ™.

Dengan demikian sekalipun job training itu dilaksanakan dengan tetap, namun
apabila dilakukan dengan cara begitu tidak akan mendatangkan hasil yany miaksimal

seperti vang diharapkan oleh pemerintah Indenesia.

5 Chodson, Walter &, The International Transfer of Commercial Technology 1o Development Countrics.
LNITAR Research, Reports ne 3, 1971, Halaman 43-44
UNITAR : United Marigns Institute for Training and Researt|i.



Kemudian di dalam hal pendidikan yang dilakukan di luar negeri diperolch
keterangan sebapai berikut : pendidikan di luar negeri diperoleh dengan bantuan suale
lembaga bantuan teaining di luar negeri untuk pendidikan. Dikatakan bahwa
pendidikan 1ersebut hanya sumacam proemosi saja, yang hanya memberikan pelajaran
mengenai bahasa, adat-istiadat dan kebudayaan bangsa tersebut dan sebagainya yang
kurang sckali kaitannya dengan pengembangan veknologi di Indonesia. Ada juua
diadakan job training di pabrik-pabrik, tetapi tidak diberikan teori.

Tni merupakan suatu fakta yang membuktikan bahwa memang ada dalam
praktek apa yang dikatakan sebagai “ mstrictive business practices “ ® yany dilakukan
oleh negara-negara maju di dalam meiakukan alih teknologi.

ini adaiah salah satu masalah yang dihadapi oteh pihak Indonesia. Anggaran
untuk pendidikan memang tersedia, namun pefaksanaan pendidikan tidak sebagaimana
dibarapkan,

Akhirnya pibak Indonesia mengadakan cara lain untuk mencapail tujuan, vaitu
dengan menpgadakan kelompok diskusi { “ discussion group * ) yang difkuti olch
tenaga-tenaga Indonesia dengan miengundang ahli-ahli dari Juar perusahaan sendin,
yuity amara lain dari Institut Teknologt Bandung, dan Institt Teknologi Tekstit
Bandung dan dari Universitas Padjadiaran Bandung.

Sebagai hasil dari diskusi ini kemudian diambil model sendivi di dalam
pendidikan di luar negen, yaitu calon lenaga ahli tidak hanya dikirim ke Jepang, letapi
juga dikirite ke Manila, Philiping, dimana terdapat Asian Institute of Managoment. 1i
dalam institut tersebut diajarkan berbagai macam mode! manajemen perusalaan dan
beborapa negara, termasuk manajemen Jepang vang memiliki keunikan, sebal
manajemen sistem lepang ity adalah merupakan campuran antara mansjemen jcpang

dengan keunikan kebudayaannya yang dipadukan dengan manajemen dan Amerika.

“’ tuirley, 11 Seatt dan Roweliffe, Peter §, The UNCTAL Code of Conduct for the Internatiomal Transter of
‘Technology : Problema and Prospects TheCanadin Yearbook of Internationat Law, (980, halaman pril
footnots 10,
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lulab vang terjadi dy perusahaan teescbut dalam bidang pendidikan kealilian,
Nampaknya pihak Indopesia sendivi Gidak dapat berhuat banyak., Indonesia selalu
herada di pihak yang dirugikan, Indonesia membutubkan teknologi tetapi menghadap
masatah kekurangan ahli kadang-kadang juga training di luar negeri diberikan untuk
mefatih  menjalankan pabriknya dan bukan untuk melakukan * Rescarch and

Development *, jadi kembali keuntungan di pihak modal asing.”

HL USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN OLEH RERBAGATI NEGARA DALAM
MENGATASI MASALAILL PENDIDIKAN KEAHLIAN
Scorang petabat dari suatu pecusahazn keagenan di Jakarta menyatakan, bahwa
uniuk dapat menuntut diadakannya peodidikan keahlian bagi bangsa Indonesia itu, kita
sereliti harus mawas divi apakah kita sudah mampu wntuk menerimanya. Janganlah
totlaln menyalabkan pibak modal asing dalan hal im sebab untuk mendapatkannya
harus mengukur kemampuan diri sendiri.™
Pendapat yang terlalu merendahkan dirt ini tidak dapat diterima dengan
sepenuhnya, sebab apabila tidak dimulai sckarang, kapan lagi akan didapatkan
kescmpatan untuk mendapatkan pendidikan terscbut. Bukankah sudah banyak orang-
orang Indonesia. yang mampu menerima kepandaiannya dari Tuar negeri dan berbasil
denpan gemilang ? Ini menunjukkan atau membuktikan bahwa orang Indonesia
mampu mendapatkan kepandaian yang diberikan kepadanya. Kita telah dapat melihat
juga pengaliban teknologl yang dilakukan sewata-mata kavena melibat gambaran
orang Indonesia. yang telah mempunyai nama di negara-negara maju. Untuk hal-hal
terscbut kita tidak dapat menutup mata. Justtu epabila kita  terpaku pada
ketidakmampuan, maka pihak modal asing akan memanfaatkan kesempatan itu untuk

fehil menarik keuntungan, scbab dengan belum mampunya tenaga shli Indonesia

™ Aumir Pamunijak, " Pengaturan Penyetenggarnan Pengalthan teknologi { Suatu Analisa 'I'entangl tatas kerja
Pengalihan Teknologi di Luar dan Dalam Negeri } . Seminar Aspek-aspek Hukum dari Pengaliban
Teknologl. BPHM, 1978, Halaman 21t

) Wawancara denpan seoring pejabat penisabaan keagenan i Jakarta.



menggantikan keahlian nereka berarti mereka masih ada  kesempatan  untuk
memperpanjang ‘wakly roereka untuk berusaha di Indonesia,

Namun tidak dapat disangkal bahwa biaya untuk mengadakan research itu
mahal sekali sedangkan kemampuan Indonesia dalam bidang pembiayaan (il masih
kurang.

{3 samping itu pejabat terscbut juga menilai kesiapan mental bangsa kita
belum kuat, karena kita baru mulai dengan penanaman modal asing im tahun 1970,

Kenyataan menunjukkan betapa masih panjang jelan vang herus ditempuoh
Indonesia di dalam hal ini. Namun denpan mencontoh usaha-ussha yang pemah
ditempuh beberapa negara untuk mengatasi Kesulitan keahlian ini, tenty masih ada
harapan akan tercapal tujian utama dari alih teknologi bagi Indonesia, yaitu untuk
mengurangi ketergantungan Indonesia akan teknologi tuar atau teknologi asing,

Denpan tidak mengurangi arti pentingnya memproduksi sendiri {  home
manufacture © ), caa mendapatkan tenaga ahli yang dilakukan oleh beberapa ncgara
nun dapat dijadikan model, seperti antara lain
1. Thaland.” Pemerimtah Thailand melakukan pengawasan tethadap penggunaan

angkatan kerja yang terdidik (  skill generation “ ) dengan cara sebagai berikut
karena ukuran pegawai terdidik di dalain tiap-tiap perusahaan yang melakukan alih
ieknolopi menyangkut berbagai tingkatan, maka kepada tiap-tiap perusahaan
rersebut diwajibkan untuk roendaftarkan semua tenaga kerja yang dipakai di dalam
perusahaanuya, lengkap dengan upah yang mercka peroleh dan pendidikan yang
parnah didapatkan. Mereka menyusunnya di dalam suatu statistik. Dacl statistik
vang terkumpul ity kemudian dapat disimputkan adanya tiga kategori tenaga ketja
vang dipakai dalam perusahaan-petusahaan itu, yaiti :
a. Tenaga kerja terdidik yang digolongkan ke dalam tingkatan tertinggt yang
termasuk ke dalamnya mereka yang memegang peranan manajemen tertingyn |

manajer dan asisten manajer yang ncmegang pimpinan dalam proses industri,

|
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pimpinan dibidang mesin dan ahli mesin, plimpinan-pimpinan departemen
( bagian ) dan mereke yang berpendidikan universitas dan yang setingkat dan
bepenghasilan diatas 3,500 baht ( $175 3,

b Tenaga kerja terdidik dan tenaga pengawas yang dimasukkan ke dalam saly
kelompok karena didalam beberapa perusahiaan digunakan tenaga teknik, yang
terdidik sebagai pengawas. Mereka ini adalah tenaga-tenaga ahii teknik, staf
manajer tingkatan mencngah seperti pengawas, yang mendapat pendidikan
formatl sclama lebih dari sepuluh tahun dan berpenghasilan antara 1,500
sampai 3,500 baht ;

¢. Kelompok tenaga kerja yang semi-terdidik dan tidak terdidik yany terdiri dari
tenaga kerja bawahat vang berpenghasilan dibawah 1,500 baht sebulan.

Dengan cara dernikian maka pemerintab akan dapat melihat tenaga-tenaga
abli apa saja yang dipergunakan di dalam suatu perusahaan yang menggunakan
modal dan teknotogi ssing dan sampai di mana perusahaan tersebut membing
tenage abli pribumi dalam rangka meningkatkan keahtian mereka,

Itanya sayang sckali di dalam melakukan pengelompokan tenaga kerja
tersebul tidak digambarkan bagaimana cara pihak modal asing di Thailand
mendidik tenaga abli pribumi ity

2. Nepara-negara Andesn. '™ Negata-negara Amenka Latin, vaitn ;0 Bolivia, Chili,

Colombia, Heuador, Peru. dan Venezucla, membentuk suale perjanjisn yang

disebut ™ Andrean Pact Integration Process <. salah satu kebijakan yang diambil di

dalam pact it adalah satu sikap bersama di dalam menghadapi penanaman modal

asing. Teknologi merupakan suntu faktor dasar dari semua kebijakan yang diambil.

Menyadari akan peranan dan arti pentingnya teknotogi di dalam proses dan

perkembangan magsyarakat, Andean Pact secarn tegas menentukan kebijakan

" Gaatikarn, Minangsarn, " Technology Transfer. A Case Slady ©. Sinpapove University Press, 1981
Halamiar 240 — 342

"™ Andesn Pagl Technolopy Palicies, Jupta del Acuerdo de Canagena. [nemational Development Research
Centre, ottawa, Canada, 1976, TORC-000e. Halanmn 24 - 55
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mengenai teknologi schagal suatu bagian yang sangat penting dati proses integrasi

di antara anggota-anppolanys.

Di dalam rangka mengasimilasikan teknologi asing agar dapat diadaptasi
di dalam proses produksi, maka penggunaan leknologi ity harus dipevsiapkan
untuk dapat menguasai teknologi tersebut,

Untuk itu diperukan adanya program latihan yang khusus uniuk
memberikan dovongar kepada lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan
Andean di delam melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah dan teknoiogi,

Dalam tiap-tiap teknologi impor yang terpilih harus teedapat empat sekior
yang bekeria secara aktif, yaitu -

a. Orang-orang yang serdidik yang harus melaksanakan riset, perkembangan dan
design engineering yang dipadukan dengan ( berada di dalam ) unit produksi.

b, Konsultan ahli mesin { “ cogineering consultancy * ) dan perusahaan jasa yang
mampu memberikan jasa khuses dalam bidang ini dalam taraf subregionaf.

¢. Lembaga penclitian rasional { yang scwaktu-waktu dapat diinteprasikan ke
dalam siglem subregional ), yang dapat melengkapi kegiatan-kegiatan ilmialy
dan leknologi dari penggunaan teknologi.

d. Badan nasional yatg kompeten mendorong industn di dalam melakukan
neposias dengan pehyedia teknologi yang dapal membantu menctapkan
pedomen dan pengawasan secara hukun yang penting di dalam proses
asinilasi dan adaptast teknolog,,

Apabila kita perhandingkan apa yang dilakukan Thailand dengan nepara-
negara Andean, maka nampak sckali bahwa negara-negara Andean telah lebil
maju di dalam menetapkan langkah-langkah yang harus ditempuh di dalam usaha
mendapatkan tenaga ahli prihumi  dalam  rangka mengasimilasikan dan
mengadaptasikan teknologi asing yang mereka pergunakan, yaitu dengan
menclapkan badan-badan atau lembaga-lembaga apa saja yang harus dimiliki olch

suatu teknelogt yang terpilih akan dipcrgunakan.
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Korea Utara. Negara il telah berosaha mengembangkan =uatu program untuk
memperbanyak  jumlah lmwwan dan abli-ahli mesin vanp cakap  dengan
menitikberatkan pada universitas, scbagai cantoh dapat dikemukakan South
Korcan Advanced Institute of Science { KAIS )"

India. " Di sini, sektor clektronik telah bekerja sama denpan universitas dan
industrs elektronik untuk menetapkan pedoman dan persiapan tenaga ahli dar
lingkatan atas, dengan memperhatikan kualitas dan materi daripada kursus dan
kurikulum.

Indonesia.  Sebenarnya di Indonesia telah ada suatu badan yang dapat
cimanfaatkan untuk mendapatkan tenaga ahli dalam hubungan dengan alil:
tcknalogi, yailu Badan Pengembanpan dan Penclitian Teknologi. Demikian juga
Lembaga limu Pengelahuan Indonesia, sctidak-tidaknya dapat membanta untuk
menunjukkan lembaga mana  yang  dapat ciihubungi._ lLembaga inl (elah
mengadakan  seatu  penciitian  atauw svatu studi kebijakan Nasional Himu
' Studi Kebijaksanaan Nasional IPTEK pada
dasarnya merupakan usaha memantapkan metodolegi STPIR ( Science and

pengetahuan  dan tekrologt

Technology Policy Instrument Research ) sehagai langkah awal untuk menelaah
masslah-masalah IPTEK sektoral sccara terperinei vang akan dikembangkan di
kemudian hari.

Dari BPPT dgan LIPT dapat menggantungkan harapan bahwa akan dapat
terpecabkan masalah yang menyangkut alih teknologi yang antara lain adalah
mengenai masalah nendapatan fenaga ahli Indonesia yang dibarapkan dapat
mengeanti  lenaga-tenega  asing, sehingea akan terkurangi  keterpantungan

Indonesia akan moda) asing, khusasnya tenaga ahli tersebut.

"™ Sagasli. Francwsco, Science and Technology for Developiment - Main Comparative Report of the Science
and Technology Policy Instruments Project. International Development Research Congre, Canada, 1978,

ne 2 IDRC-100z Halaman 79.
d, hataman 80

™ Studi Kebijakan Timy Pengetabuan dan Teknologi, Tinjauan erhadap pihak pengguns, pihak penyedia,

pibak penghubung . Lembaga Jimu Prgetabuan Indonesia, 1982, JAKTEK No. 05/ 982, alaman V.
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Dengan melihat apa yang didakukan oleh negara-negara lain dalam
menghadap hal semacam ini, ditambah dengan keinginan untuk melepaskan diri
dari ketergantungan kepada modal asing dan keyakinan akan kemampuan diri
sendin, juga adanva keinuinan untuk tidak mengulang sejarah pahit pernah dilalv
bangsa [ndonesia di zaman penjajahan, " sudah saatnyalah kita bangkit dan
membuka mata untuk mendapatkan jalan ke arah komaj uﬁn hangsa.

Sarana yang telah ada di indonesia dapat dipadukan dengan Kebijaksanaan
yang telah diambil oleh negara-negara lain yang telah discsuatkan dengan kondisi
Indonesiz dan didukung oleh kebijaksanaan pemerintah yang bersifat membanty
untuk menjzembangkan penelitian dan pengembangan ( R & D ) akan merypakan
perpaduan yang dapat diandaikan,

Secara jelasnya perpaduan itu adalah sebagai berikut - 17

Untuk mendapatkan basil yang baik ( © effect © § vang ditnginkan, maka
pertama-tama harus ada kebijakan yang ditctapkan oleh pejabat pemerintah dalam
tingkat tinggi berupa pernyataan mengenai keputusan yaug diambil di dalam ilmy
dan icknologi. Termasuk di dalam keputusan ini adalah maksud, tejuan, hasi
vang diinginkan dan jumlah yang ingin dicapai. Selain ditetapkan oleh
pemerintah, kebijakan juga dapat ditentukan oleh wakil dan sektor swasta,
Kebijakan { “ Policy © ) ini harus disertai dengan sualu potensi untuk dapat
mengimplementasikan  dan mereglisasikannya, Dan untuk ity kita  harus
menyerlakan beberapa hal, yang disebul sebagai ™ policy mstrument ™.

Policy mstrument ini terdini dari = legal device sarana hukum ) yang
mencakup ; ketentuan hukum { undang-undang ). Juga kenirak, persetujuan, dan

perianjian fermasuk ke dalamnya. Hal yang penting adalah menempatkan sarana

M ihet Charles Himawan, “ The Fareign Investment Process in fadencsia. The Rele of Law in the
Beanamie Development of a Thicd Workd Country. ™ Guoung Agung — Singapore MCMLXXX. Halaman
72 - 27,

9 Seience and Technology Policy lmplementation in Less Developed Countrics : beathedmlogical Guidelines
far the STPI Project ©, Internarional Development Resem chCentre, 1976, Na. | IDEC — 067e. Halaman
13 dan seterusnya.
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hukum tersebut setingkat di bawab “ policy “ denpan menetapkan hak-hak,
kewajiban-kewaliban, sankai-sanks supaya © policy  itu dipatuhi,

Instrataen vang lain adalah ™ an organizational structure . yang terdici dari
lembaga peluksanaan hebjjakan tersebut sebagai aspek ™ hardware ™ atau pirant
keias, dan piranti lunak { “ sofware * ) yattu terdici dari prosedur, metodologi dan
program yang termasuk ke dalam manajemen.

Instrumen yang terakhir adalah © a sel of operational mechanism * atau
saiu peranglkat mekanisme operasional yang benac-benar nyata melaksanakan

kebijakan yang telah ditetaplan.
< Policy

N

Orpantzational

I Policy
structurs Instruments
(Jperational

Maedhanisms
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Apsbila susunan instrumen kebijakan ini digambarkan secara visual, akan

terlihat sebagai berikul : '

Apabila kemudian hal ini diterapkan kepada masalah pendidikan keghiian,
maka akan nampak bahwa apa yang menjadi kebijakan di dalam bidang ini harys
Jelas, apa tujuan dan apa vang hendak dicapainya. Sarana hukum yang ada apa
yang mengenal hial ini hanyalah Undang-undang nomor 1/ 1976, Ity pun kurang
jelas dan tegas, sehingpa scbagai salah satu alat untuk melaksanakan kebijakan
dirasakan kurang memadal.

Dergan adanya fakta vang terjadi di perusahaan di Jawa barat tersebut
nampak bahwa sarana hukum yang lebih tinggi kedudukannya daripada ** Basic
Agreement * tersebut, sangat tidak memadai, karena tidak adanya sanksi vang
tegas yanp dapat dihandalkan oleh pihak [ndonesia uttuk memaksukan hak-
haknya kepada pihak esing. Sehingga kckurangtegasan ini dimanfaatkan olch
pihak asing untuk menarik ketwiungan berupa perpanjangan wakiu tingeal bag
para ahli bangsanya sendin.

Melatigkah tebih lanjut ke * policy instrument * yang lain, yaitu ©
organizational structure , maka disinipun nampak adanya kekurangan sarana
hukum yang akan mendasari segala hak dan kewsjiban dan badan petaksana
tersebul sehingga akan menjadi jelas juga tindakan apa yung dkan diambiloya
apubila terjadi ketidakcocokan antara kebijakan yang ditetapkan dengan hasit { ©
ctfect “ ) yang didepat. Berapa janh pengawasan yang dapat dilakukannya,
misalnya oleh BKPM / BKPMD, di dalam hal ini. Sebagai organisasi yang
menjalankan kebijakan secara nyata, maka haruslah jelas apa yang menjadi
wewenangnya, yang merupakan baik sebagai aspek piranti keras { © hardware ),
mauputs sebagai pelaksana denpan wewenang aspek piranti lunak, yang
berwenang untuk menentukan secara administratif mengenai prosedur dan metode

yang diambil di dalam rangka melaksanakan kebijakan i,

155l hialammar 17,
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Sebagai fembaga yany ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan iersebit
suduh sewainrnya jugs diteapkan berdasarkan sarana hukum yang pasti demikian
juga mengenai segala hak dan kewajibannya.

sebagai mekanisme operasional yang melaksanakan kebijakan schari-hari
juga harus ditetapkan berdasarkan hukum yang pasti.

Apabila seluruh rangkaion struktur pelaksanaan kebijakan tersebut
dijalankan dengan sehaik-baiknya maka akan dapat dicapai apa yang ditunjukkan
dalam kasus i atas,

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian diatas ternvata dengan jelos apa peranan yang dimainkan olch
hukum dalam masalah yang menyangkut penanaman modal asing iy, khususnya vang
mengenal masalah pendidikan keahlian yang menjadi tugas dan kewajiban dar pihak
maodal asing.

Sgjak saat mencntykan pola kebijakan yang akan diambil, hukum sudah
berperan, yaitu pada saat negostasi ditakukan antara pihak modal asing dengan pihak
Indonesia. Pada saal itu sudah direncanakan hasil ape yany dibarapkan akan dicapat
dengan adanya kerjasama antars modal asing dengan modal dalam negeri tersebat,

Kemudian dalam menetapkan kebijakan umum pan hukum memegang peranan
penting, sebab hal mi mgrupakan pengambilan keputusan (' decision making ™ ).

Tindakan-tindakan pemerintah  mauypun  badan-badan  yang merupakan
wakilnya adalah merupakan rangkaian peranan yang dipegang oleh hukum,

Demikian juga dalam penetapan badan-badan atau lembaga-leinbaga yang akan
melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut harislah ditetapkan berdasarkan hukum,
tengkap dengan segala hak dan kewajibannya vang dimiliki lembaga-lembaga dan
badan-badan tersebut, schingga dalam pelaksanaan kewajibannya tersebut dapai
dipertanggungjawabkan secara hukum.

Apalagi di dalam penctapan sauksi bagi pelanggaran terhadap hukum yang

mengatur penanaman modal asing it Berapa jauh sanksi yang telah ditctapkan di

16
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dalain undang-undang tersebut dapat difuksanakan dengan  tidak  menimbulkan

kerugian bug pihak mdonesia senditi.
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